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TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
(RT,RW,PKK,POSYANDU,LPMN DAN KARANG TARUNA) LEMBAGA ADAT DESA-
KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang a bahwa untuk memperlancar jalannya kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kelembayaan Lembaga Kemasyarakatan [esa/Kelurahan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun anggaran 2022 maka perlu ditetapkan Tim
Pelaksana kegiatan Peningkatan Kapasitis Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kabupaien Pesisir Selatan Tahun
anggaran 202«

b bahwa untuk mendukung keberhasilan poin a diatas perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten ‘
Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam lingkungan ['aerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 1956 Nomor 25)
is Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 108 Tambahan lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor
1844

2 Undang-Undany Nomor 25 tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 (Lembaran
Negara Republik Insonesia tahun 2000 nomor 206)

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembanaunan rlasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Normor 104 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 44.1)

4 Undang-LUndang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan Daerah

\eembaran Negara Republik Indonesia 'ahun 2004 Nomor 125, =l
Tambaha Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4437) &
sebagaimana ‘elah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Homor 12 Tahun 2008 tentanc Perubahan Kedua ¢
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 terang Pemenntahm D




B Perafuran Mernter Dalam Negen Nomqu 13 Tahun

Pedoman engelolaan Keuangan Daerah :,ebagadndﬁa
Dengan Feratran Menteri Dalam Nege' Nomor 59
Tentang Dm-hahan Atas Peraturan Ment: | Daram Negén

tentang Lirusan Pemerintahan yang Menjz || Kewenangan P
Kabupaten Pesisir Selatan;

1) Peraturar - rah Kabupaten Pesisir Sel tan Nomor 8 Tahun 2010
tentang ~-ncona Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 -20°5;

11 Peratura Moiten Dalam Negert Nomo: 80 Tahun Z
Pembentukan “roduk Hukum Daerah;

12 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomo: 18 Tahun 201
Lembage Ken syarakatan Desa dan Lemi aga Adat Desé

10 Peraturan Dacran Kabupaten Pesisir Sel:ian Nomor
lentang  nag ran Pendapatan dan Belanje Dazrah Tahur

14 Peraturan Dacah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
lentang t enje aran Anggaran Pendapatan dan Belanj:
2022 .

MEMUTUSKA |

Menetapkan B

KESATU NMembentuk m b laksana kegiatan Peningkalan Kapa
Lembaga Kemasydrakatan Desa/Kelurahan ab
Tahun anggoran 022 yang terdiri dari Narasumber Proy
Kabupaten NModerator dan Pembawa Acara sebagaima
lampiran Keputusan in

KEDUA T'm Pelaksan keoatan Peningkatan Kapasiias K

Kemasyarakatan  Desa/Kelurahan  Kabupaten P

| Kelembagaan
' Kabupaten P









